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Pengantar

Memperhatikan dinamika politik yang berkembang di tanah air,
terutama dalam tahun terakhir ini, masalah HAM telah semakin gencar
menjadi isu politik, seirama dengan meningkatnya tuntutan demokrati-
sasi. Fenomena itu di samping merupakan kelanjutan gelombang politik
yang berdimensi global dan menyejarah, juga merupakan buah pemera-
taan pendidikan.! .

Tidak bisa disangkal bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM) telah menjadi sebuah lembaga yang amat populer, se-
buah nama institusi yang akhir-akhir ini paling sering muncul entah di
media cetak maupun elektronik, Banyaknya kelompok, entah perorang-
an atau organisasi, yang datang mengadukan persoalan mereka dapat
menjadi petunjuk bahwa lembaga ini telah berkembang dan mendapat
kredibilitas yang tinggi. Masyarakat mulai belajar menilai lembaga ma-
nakah yang memang memperjuangkan nasib mereka.

Beberapa waktu yang lalu, tatkala masalah pelanggaran HAM di-
kaitkan dengan syarat bantuan ekonomi, para politikus dan pejabat
pemerintah menolak mentah-mentah, Adapun dalih mereka adalah bah-
wa HAM itu produksi budaya Barat sementara Indonesia memiliki latar
belakang budaya yang sama sekali berbeda. Pembenaran ini tidak sama
sekali keliru. Prof. H.A. Mansyhur, SH.MS., member: catatan sebagai
berikut: ”... kita harus jujur dan mengakui pula bahwa banyak kaidah-
kaidah HAM yang kita tegakkan bersumber kepada budaya Barat. Kita
hormati dan kita tegakkan karena di dalamnya sesuai dengan nilai-
nilai universal dan kemanusiaan, sehingga tidak ada masalah™ . Dengan
kata lain perjuangan untuk menegakkan HAM bukan lagi soal moral
dan hukum semata, tetapi merupakan barometer utama untuk penyele-
saian politik praktis®,
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Deklarasi Hak Asasi Manusia sendiri sudah diterima oleh Dewan
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember
1948. Tahun ini deklarasi tersebut sudah berusia 50 tahun. Oleh karena
itu, maraknya diskusi di sekitar HAM dan berkembangnya kesadaran
rakyat Indonesia akan hak-hak mereka yang asasi merupakan kado
yang amat bernilai. Tulisan ini tidak mau mengupas soal HAM di Indo-
nesia selama 50 tahun kemerdekaan, juga tidak mau memberi penilaian
terhadap pelanggaran-pelanggaran yang keji, kejam, dan bengis yang
terjadi di Indonesia semasa penjajahan Belanda. Tulisan ini hanya mau
melukiskan salah satu visi misioner Gereja Katolik di Indonesia pada
awal abad XX di dalam menyikapi suasana zamannya. Visi misoner ter-
sebut merupakan pengejawantahan dari Kabar Gembira yang ingin
diwartakan oleh Gereja Katolik bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Figur
sentral dari pelaksana visi misioner tersebut tidak bisa dilepaskan dari
seorang misionaris Belanda yang bernama Frans van Lith, SJ.

Politik Kolonialis Belanda

Sebagai daerah jajahan, situasi politik di Indonesia tergantung dari
gejolak politik di Belanda dan di Eropa pada umumnya. Sesuai dengan
pandangan politik yang berlaku, wilayah jajahan merupakan sumber
keuangan yang dapat dikeruk kekayaannya entah dengan jalan atau
cara bagaimana. Politik cultuurstelsel memperkaya negeri induk,
Belanda tetapi telah mempermiskin dan bahkan telah merenggut ribuan
hidup orang Jawa. Politik liberal yang menggantikan politik cultuur-
stelsel tidak juga memperbaiki keadaan. Penduduk wilayah jajahan tetap
tinggal menjadi sapi perahan.*

Politik pemerintahan Belanda terhadap wilayah jajahan berubah
lagi pada akhir abad XIX atau awal abad XX. Semakin besarnya penga-
ruh koalisi partai-partai kristen turut menentukan perubahan politik
ini. Aliansi partai-partai kristen menuntut diterapkannya nilai-nilai
kristen dalam kebijakan politik di daerah jajahan; inilah yang kemudian
dikenal sebagai Politik Etika. Politik Etika ini sangat penting artinya
karena memberi perhatian khusus pada peran penduduk pribumi di
dalam pemerintahan. Menurut gagasan ini, daerah jajahan harus diatur
demi penduduk pribumi, dan bukan demi "negeri induk”: a government
of the Indies for the Indies. Dalam pidato kenegaraan pada tanggal 17
September 1901, secara spesifik Ratu Wilhelmina menyebut “peran
moral pemerintah Belanda untuk mempromosikan budaya dan toleransi
di tengah-tengah kebhinekaan suku di wilayah jajahan”.’ Tanpa meng-
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ingkari adanya hambatan, berkat Politik Etika ini jumlah sekolah negeri
berlipat, rumah sakit dan pelayanan-pelayanan kesehatan diperbaiki.

Sikap Gereja Katolik

Sementara para misionaris katolik berhasil mengadakan kontak
dengan penduduk pribumi di luar Jawa, pemerintah kolonial Belanda
bersikukuh untuk tidak memberi peluang yang sama di Jawa. Ketakutan
akan terganggunya stabilitas — rust en orde — membuat mereka sangat
berhati-hati. Meski larangan tidak pernah dicabut, dengan berlakunya
Politik Etika pemerintah Belanda tidak menghalangi terjalinnya kontak
awal antara Gereja Katolik dengan orang-orang Jawa. Dengan ditugas-
kannya secara resmi dua misionaris Jesuit Belanda — Frans van Lith
dan Hoevenaars — untuk bekerja di antara orang Jawa, tonggak baru
sejarah Gereja Katolik di Indonesia pun dimulai. Pelayanan terhadap
orang-orang Eropa tidak pernah ditinggalkan, tetapi perhatian terhadap
orang Jawa semakin mendapatkan prioritas.

"Kemajuan” adalah kata kunci dari Politik Etika. Dari sudut pan-
dangan pemerintah Belanda, "maju” juga berarti di bawah kekuasaan
Belanda dan menurut model Barat.® Menurut dasar teoretis Politik
Etika, penduduk pribumi-lah yang menjadi pusat perhatian. Di dalam
pelaksanaannya tampaklah bahwa segala sesuatunya ditentukan dan
diputuskan oleh pemerintah kolonial, seperti dengan amat jelas dirumus-
kan: "chez vous, pour vous, sanz vous”.” Pribumi sama sekali tidak dili-
batkan. Pemerintah Belanda merasa lebih tahu apa yang menjadi kebu-
tuhan pribumi, dan karena itu merekalah yang menentukan.

Frans van Lith tidak memprotes pendekatan pemerintah Belanda
yang amat paternalistik itu. Politik Etika itu pada dirinya amat baik -
karena justru berpihak pada pribumi. Daripada menciptakan konflik
yang tidak perlu ia mencoba menerjemahkan visi misionernya dalam
tataran policy pemerintah yang berlaku. Dalam pandangan Frans van
Lith gagasan dasar Politik Etika adalah memajukan Nederlands Indié
dan pemerintah kolonial meninggalkan segala bentuk eksploitasi. Seja-
rah menunjukkan bahwa terjemahan visi pendidikan van Lith bisa berja-
lan sesuai dengan policy pemerintah, tetapi terjemahan visi politiknya
ternyata bertentangan langsung dengan kepentingan pemerintah Belan-
da di Indonesia. Interesse misioner berlawanan dengan kolonialisme.
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Pendidikan sebagai Sarana Menuju Kemajuan dan Persamaan
Hak

Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pendidikan tertuang dalam
Deklarasi HAM pasal 26. Di sana dirumuskan bahwa tujuan pendidikan
antara lain untuk perkembangan pribadi, kebebasan asasi, memper-
tinggi saling pengertian, dan rasa persahabatan antara semua bangsa.
Visi misioner van Lith tentang pendidikan pribumi lahir dari pengalam-
annya mendalami budaya Jawa.? Semakin ia mendalami bahasa, budaya,
dan sejarah Jawa semakin ia dibuat kagum akan kebesaran budaya
Jawa di masa lalu. Oleh karena itu, lewat bermacam sarana dan kesem-
patan Frans van Lith mengajak orang asing dan pribumi untuk menya-
dari kebesaran budaya Jawa ini.

Visi pendidikan yang dicanangkan oleh van Lith pertama-tama ada-
lah pembentukan karakter tanpa menomorduakan prestasi studi.® Ka-
rena "kemajuan” — yang juga berarti mendapat pendidikan — sedang
menjadi kerinduan orang-orang pribumi, pendidikan guru mendapat
prioritas utama. Mereka yang berprestasi didorong untuk meneruskan
studi lebih lanjut. Penguasaan bahasa Belanda dinilai mutlak perlu agar
pribumi dapat mengenal cakrawala lebih luas dan dapat mengikuti per-
kembangan. Policy pemerintah untuk menyebarluaskan pendidikan
perlu disertai dengan tersedianya pendidik yang bermutu dan berka-
rakter.

Visi misioner van Lith dalam bidang pendidikan menempatkan ke-
majuan Nederlands Indié sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, jenis-
Jenis sekolah yang ditangani oleh Gereja juga harus mengacu pada per-
soalan sejauh mana sekolah-sekolah itu menjawab kebutuhan Neder-
lands Indié.* Bagi Frans van Lith persoalan pendidikan tidak terletak
pada siapa yang dilayani: orang Eropa atau pribumi. Visi misionernya
sudah jelas. Gereja harus memberi prioritas pelayanan kepada mereka
yang akan turut membantu kemajuan Nederlands Indig, entah itu
orang Eropa entah itu pribumi. .

Pengabdian Frans van Lith yang sedemikian total bagi pendidikan
pribumi telah membuat dirinya dikenal di kalangan pemerintahan dan
menjadikan dirinya sumber yang dapat dipercaya. Sumbangan Gereja
bagi kemajuan pendidikan pribumi tampak dari terus bertambahnya
jumlah sekolah misi sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tidak jarang
sekolah misi mendahului hadirnya sekolah negeri. Tidak sedikit pula
para guru lulusan Sekolah Pendidikan Guru misi mengabdikan diri di
sekolah-sekolah negeri.
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Visi Politik: Keberpihakan kepada Pribumi

Secara implisit, "memerintah negerinya sendiri” merupakan tujuan
akhir dari kebijakan Politik Etika.”* Gagasan ini pulalah yang terkan-
dung di dalam visi misioner van Lith di bidang politik: pemerintah kolo-
nial harus mempersiapkan orang-orang pribumi untuk memerintah
negaranya. Keterlibatan politik Frans van Lith tidaklah mulai dari awal
kegiatan misionernya, namun tetap konsisten dengan visi misionernya,
yaitu memprioritaskan peran pribumi dalam percaturan kehidupan dan
kemajuan bangsanya.!?

Politik Etika telah memberi peluang bagi lahirnya kesadaran berpo-
litik di antara orang-orang Indonesia. Perkumpulan-perkumpulan politik
pun bermunculan. Gubernur Jendral A.F. van Idenburg (1909-1916) dan
J.P. van Limburg Stirum (1916-1921) memiliki pandangan politik yang
searah sehingga meniupkan angin optimis di kalangan para nasionalis.
Di dalam suasana politik yang demikianlah Frans van Lith terlibat dalam
percaturan politik sebagai anggota Komisi untuk Revisi Undang-Undang
mewakili masyarakat Katolik.”® Dari pengalaman keterlibatan langsung
itulah ia kemudian menguraikan pandangan politiknya selaku seorang
misionaris di Indonesia.

Pengalaman perjalanan dinas ke Philipina mematangkan keberpi-
hakan total Frans van Lith kepada pribumi.* Sementara itu, tampak
bahwa visi misionernya dalam bidang pendidikan yang berorientasi ke-
pada kemajuan pribumi ditangkap betul oleh para anak didiknya. Meski-
pun mereka dididik secara Barat oleh orang-orang Barat, keprihatinan
mereka untuk berbuat sesuatu bagi kemajuan bangsanya tidak pernah
luntur. Beberapa dari mereka bahkan akan terlibat aktif dalam per-
juangan politik, juga setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya -
pada tahun 1945.¢ :

Pertama-tama Frans van Lith mengusulkan sebuah bentuk peme-
rintahan desentralisasi untuk Indonesia. Alasannya antara lain bahwa
pemerintah di Belanda tidak mengenal secara benar realita yang hidup
di Indonesia. Sering terjadinya kesalahpahaman atas isu-isu politik yang
penting memperkuat alasan tersebut.’® Kemudian Frans van Lith mem-
perlihatkan bagaimana penduduk pribumi telah begitu lama menderita
di bawah pemerintahan kolonial. Pemerintah kolonial Belanda yang
mengambil alih wilayah jajahan Indonesia dari tangan VOC praktis ha-
nya melanjutkan penindasan. Dengan cara yang sama pemerintah ko-
lonial Belanda memperlakukan orang-orang Indonesia sebagai objek
perdagangan, Selama lebih dari seratus tahun (1800-1920) hubungan
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antarmereka tidak pernah berubah, tetap tinggal relasi antara pemberi
kerja dan pekerja, antara penindas dan tertindas, antara orang asing
dan pribumi.’” Menurut Frans van Lith kerjasama hanya akan mungkin
kalau pemerintah Belanda meninggalkan bentuk relasi diskriminatif
tersebut dan memulai suatu bentuk hubungan baru yang berdasar atas
persahabatan antara dua saudara.’®

Frans van Lith mengusulkan bentuk pemerintahan desentralisasi
karena ia berpendapat bahwa orang-orang Indonesia belum siap untuk
memperoleh self-government, pemerintahan sendiri. Tanggung jawab
pemerintah Belandalah untuk mempersiapkan mereka, dan itu berarti
dengan memberi kesempatan kepada orang-orang pribumi turut ambil
bagian di pemerintahan. Adapun dasar dari pemerintahan bersama yang
diusulkan oleh Frans van Lith adalah solidaritas. Pemikiran yang mela-
tarbelakangi dasar pemikiran itu adalah adanya perbedaan kepentingan
—bahkan berlawanan — antara para nasionalis dengan pemerintah kolo-
nial Belanda. Menurut Frans van Lith perbedaan itu tidak perlu mem-
bawa ke suatu permusuhan karena masing-masing membutuhkan du-
kungan pihak yang lain:

"Di dalam setiap perbedaan kepentingan sebenarnya selalu ada satu
prinsip dasar; untuk mencapai kepentingan bersama itu kita saling
bergantung, yang satu tergantung dari yang lain. Rumusan itu saya
pelajari dari prinsip sosial umat Katolik Belanda, yaitu: solidaritas.
Basis dari usulan saya ini tidak lain adalah cinta kristiani. Itulah
panggilan setiap orang, itu pula panggilan setiap misionaris,™®

Usulan Frans van Lith tentang perlunya pemerintahan bersama
yang dialamatkan kepada para pimpinan partai politik di Belanda juga
dikarenakan perubahan yang terjadi di Indonesia. Berkat Politik Etika,
pendidikan menjangkau masyarakat luas juga kalau masih sebatas
kelompok-kelompok menengah. Namun, tidak bisa disangkal bahwa ber-
kat pendidikan itu, mentalitas orang-orang Indonesia juga berubah dan
berpandangan maju. Frans van Lith mengingatkan kalau para politikus
Belanda tidak mempertimbangkan perubahan ini, bisa-bisa mereka akan
diusir secara paksa dari bumi Indonesia:

“Banyak orang di negeri Belanda tidak mengenal situasi real di

Indié. Mereka mengira bahwa tak sesuatu pun berubah, dan itu

keliru. Apa yang ada sekarang, tidak akan selalu demikian. Yang

sekarang lemah, akan menjadi kuat; yang sekarang kuat, akan
menjadi lemah. Sebuah era baru dan dunia baru sedang datang,
dan orang yang bijak seharusnya mempersiapkan diri.”®
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Frans van Lith sadar bahwa posisinya bisa dinilai berlebihan oleh
pihak pemerintah kolonial. Ia bahkan menambahkan bahwa orang Jawa
memang suka damai, tetapi itu baru akan berlaku sejauh hak-hak
mereka dijamin dan keluhan-keluhan mereka didengarkan. Kalau tidak,
pemberontakan tidak akan terelakkan lagi.*" Sebagai seorang migionaris
yang sudah lama hidup dan tinggal di antara orang Jawa, ia mengakui
bahwa ia tidak bisa netral lagi. Kalau relasi antara pemerintah kolonial
dan penduduk pribumi terus memburuk, para misionaris dan Gereja
Katolik harus mengambil posisi, dan mereka akan berpihak kepada
pribumi.?? "Berpihak kepada pribumi” tidak perlu diartikan memusuhi
orang Belanda. Yang dilawan oleh Gereja adalah kelobaan dan kecong-
kakan, sikap kolonialis yang keras kepala dan tidak mau berubah:

"Masa dominasi ras putih sudah berakhir. Tidak untuk selamanya
seorang kulit putih bisa bertahan hidup di hadapan 100.000 pendu-
duk Asia. Hanya karena sikap arogan-lah mereka menindas orang
Jawa melulu karena mereka itu Jawa. Hormatilah hak-hak pendu-
duk pribumi kalau kamu ingin hak-hakmu juga diakui. Di dalam
Gereja Kristus tidak ada Yahudi, Romawi, atau Yunani. Oleh karena
itu, juga tidak ada Belanda atau Jawa... Mulai dari sekarang orang
Belanda, Indo, dan Jawa harus hidup berdampingan sebagai sau-
dara. Kalau tidak, tidak lama lagi mereka akan terpecah-belah.™

Apabila benar-benar terjadi pemberontakan, Frans van Lith mem-
perkirakan akan terjadi juga perpecahan di antara para misionaris. Oleh
karena itu, ia mengajak rekan-rekan misionaris untuk menentukan si-
kap secara bijaksana. Para misionaris dan Gereja harus belajar dari
apa yang telah terjadi di Philipina. Gereja tidak boleh menggantungkan
diri pada pemerintah kolonial, dan Gereja tidak boleh menghalangi ge-
rakan-gerakan nasionalis menuju kemerdekaan.* Bahkan, Frans van
Lith juga mengajak rekan-rekan misionaris untuk memberi simpati dan
menggabungkan diri dengan sepenuh hati kepada kepentingan pendu-
duk pribumi. Sebab dengan memilih hidup sebagai seorang misionaris,
sebenarnya masyarakat pribumi itu telah menjadi mempelainya. Di da-
lam penghayatan hidupnya seorang misionaris haruslah menganggap
orang-orang pribumi itu sebagai anak-anaknya dan ia sendiri sebagai
ayah mereka:

*Misionaris telah meninggalkan tanah kelahiran, famili, dan kera-
batnya untuk menyatukan diri dengan komunitas kristen. Kepada
mereka inilah ia dipanggil untuk mencurahkan cintanya, kepada
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mereka inilah hatinya diserahkan. Ia harus setia kepada cintanya,
dan karena itu seluruh hatinya diberikan kepada mereka ini.”"

Visi misioner Frans van Lith dalam bidang politik dinilai sebagai
pandangan yang diskriminatif, sosialis, dan bahkan racist oleh para
politikus Belanda di Indonesia. Oleh orang-orang Katolik dan beberapa
misionaris visi politiknya dipandang hanya menyulitkan perjuangan dan
relasi mereka dengan pihak pemerintah kolonial.® Mengamati ber-
macam pendapat dan posisi yang muncul di antara para misionaris,
Pater J. van Rijckevorsel, seorang misionaris yang aktif dalam bidang
sosial dan penasihat Indische Katholieke Partij menyimpulkan bahwa
kalau Gereja dan para misionaris melawan visi politik Frans van Lith
mereka hanya akan kehilangan kontak dengan penduduk pribumi dan
dukungan mereka.?

Penutup

Visi misioner Frans van Lith dalam bidang politik jelas-jelas berse-
berangan dengan kebijakan politik pemerintah kolonial. Figur Frans
van Lith yang sudah lebih dahulu dikenal sebagai pejuang pendidikan
pribumi membuat pandangan politiknya bergema jauh lebih luas. Gerak-
an nasional merasa mendapat dukungan. Gereja Katolik di Jawa yang
perkembangannya tidak bisa dilepas dari peran bekas para muridnya
pun semakin mantap dalam orientasinya, yakni berjuang bersama para
nasionalis untuk memperoleh kemerdekaan. Visi misioner Frans van
Lith dalam bidang politik telah membuat Gereja Katolik di Indonesia
menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjuangan rakyat Indonesia
menuju kemajuan dan kebebasan.
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